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PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR: MM TAHUN 240

|

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTARIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 avat (3),
Pasal 22 ayat (4). Pasal 27 avat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat
(2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Dacrah Kabupaten Solok
Nomur 7 Tuhun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Admunistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Solok telah ditetapkan Peraturan
Bupati Nomor 36 Tahun 27 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Solvuk Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Angguta Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten
Solok:
bahwa dengan semakin tingginya mobilitas kegiatan
pimpinan dan anggota DPRD dan upaya menjaga
kewibawuan lembaga DPRD serta hasil penilaian Tim
Appraisal terhadap tunjangan transportasi pimpinan dan
anggota DPRD, maka terhadap Peraturan Bupau
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
perubahan:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak

b.
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Mengingat

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Solok:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomur 25):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kal! terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor

5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilavah Kota

Solak ke Kayu Aro - Sukarami (Arosukal di Wilayah
Kecamatan Gununy Tualany Kabupaten Solok (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3497),
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angsotu Dewan

Perwakilan Rakvat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara

5.

Repbulik Indonesia 6197):
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Menetapkan

ka
1)

Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengclompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067),

7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok

(Lemburan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Namur 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7):

8. Peraturan Bupati Soluk Nomor 36 Tahun 2017 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabuputen Solok

Nomor 7 Tahun 2017 tentanp Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kubupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten

Solok Tahun 2017 Numor 38):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK.

PasalI
Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Bupati Solok Namor 36

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Dacrah

Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Soluk (Berita Dacrah Kabupaten Solok

Tahun 2017 Nomur 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai

beriktit :

Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Pakaian Dinas dan

Atribut yang terdiri dari :

a, pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam |

(satu) tahun:
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b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam |

(satu) tahun,

C. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam

5 (lima) tahun,

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan | (satu)

pusang dalam | (satu) tahun: dan

Cc. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satuj

pasang dalam | (satu) tahun.

(2) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada

avat (1) disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengadaan barang

dan/jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip

efisien, efektif, dun kepatutan.

(3) Besaran harga Pakaran Dinas Punpiman dan Anygota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

Aa. pakaian sipil harian paling tinggi senilai Rp

1.77U.U00,00/ pasang:

b. pakaian sipil resmi paling tinggi senilai Rp

2.000.000,00/ pasang,

C. pakaian sipil lengkap paling tinggi senilai

Rp. 3.60U0.000,00/ pasang:

d. pakaian dinas harian lengan panjang paling tinggi

senilai Rp. 2.175.U00,00/ pasang, dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah paling tinggi

senilai Rp. 1.200.000,0U/pasang.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi subagai

berikut :

Pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan kendaraan dinas

jabatan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undanyan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menvediakan

kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang

bersangkutan diberikan tunjangan transpurtasi.
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(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud puda ayat

(1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan seuap
bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji

pada bulan berikutnya.

(4) Pembayaran tunjangan transportasi kepada Anggota DPRD

penkganti antar Waktu diberikan dalam bentuk uang dan

dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal

pengucapan sumpah/janji pada bulan berikutnya.

(5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan sebesar Rp 12.380.000,00 /orang/ bulan.

|

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Diterapkan di Arosuka
pada tanggal & JuW 2020

BUPATI
SOLOK,HZ SW

Diundangkan di Arosuka "

pada tanggal 19 Mk 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

—S—ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR..”4.
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